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Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi manajemen pemerintahan daerah melalui intervensi
kepemimpinan politik lokal dengan studi kasus di Davao City, Filipina. Masalah utama yang dikaji adalah
bagaimana mengatasi patologi birokrasi yang kaku serta krisis keamanan akut melalui kelenturan
kepemimpinan dan reformasi budaya organisasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
pendekatan studi kasus, penelitian ini menyintesis taksonomi kepemimpinan situasional, teori budaya
organisasi, dan konsep policy entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya
kepemimpinan adaptif secara taktis mampu menyeimbangkan ketegasan penegakan hukum eksternal dan
fleksibilitas reformasi internal. Bertindak sebagai policy entreprenenr, kepemimpinan lokal mendobrak
kepatuhan birokrasi formal melalui pelembagaan Public Safety and Security Command Center (PSSCC), Davao
Central 911, dan sistem Business One-Stop Shop (BOSS). Intervensi ini secara konkrit meningkatkan
kepuasan masyarakat hingga mencapai angka 88-90% pada aspek responsivitas pelayanan, serta
melonjakkan investasi daerah secara signifikan dari 12 miliar PHP menjadi 47 miliar PHP. Meskipun
sukses mendongkrak kinerja tata kelola, model ini menghadapi tantangan keberlanjutan jangka panjang
akibat tingginya ketergantungan pada figuritas personal pemimpin (personality-driven). Studi ini
menyimpulkan bahwa kepemimpinan adaptif merupakan katalisator utama transformasi birokrasi, namun
pelembagaan sistem mandiri mutlak diperlukan demi menjamin keberlanjutan kinetja pelayanan publik.

Kata Kunci:  Kepemimpinan adaptif, transformasi manajemen, policy entrepreneur, kepuasan

masyarakat, investasi.

Abstract

This study analyzes the transformation of local government management through the intervention of local political leadership,
using Davao City, Philippines, as a case study. The primary issue examined is how to overcome rigid bureancratic pathologies
and acute security crises through leadership flexibility and organizational culture reform. Utilizing a descriptive gualitative
method with a case study approach, this research synthesizes situational leadership taxonomy, organizational culture theory,
and the concept of policy entreprenenrship. The results indicate that the strategic application of an adaptive leadership style
effectively balances firm external law enforcement with flexible internal reform. Acting as a policy entreprenenr, the local
leadership dismantled formal bureancratic compliance through the institutionalization of the Public Safety and Security
Command Center (PSSCC), Davao Central 911, and the Business One-Stop Shop (BOSS) system. This intervention
concretely increased public satisfaction to 88-90% regarding service responsiveness and significantly boosted regional investment
Sfrom 12 billion PHP to 47 billion PHP. Despite ifs success in enhancing governance performance, this model faces long-term
sustainability challenges due to its heavy reliance on the leader’s personal fignre (personality-driven). This study concludes that
adaptive leadership is a primary catalyst for bureancratic transformation, but the institutionalization of an independent system
is absolute to ensure sustained public service performance.

Keywords: Adaptive leadership, management transformation, policy entreprenenr, public satisfaction, investment

PENDAHULUAN memberikan ruang diskresi yang luas bagi

. , emetintah daerah untuk melahirkan inovasi tata
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, p

manajemen pemerintahan daerah secara global
dihadapkan pada tantangan kompleks untuk
meningkatkan kinerja tata kelola dan mutu
pelayanan publik. Desentralisasi pada hakikatnya

kelola. Namun, efektivitas implementasinya di
lapangan sangat bergantung pada kualitas
kepemimpinan politik lokal sebagai katalisator
utama perubahan (Takagi, 2021). Sektor publik
yang cenderung kaku memerlukan aktor politik
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lokal yang tidak sekadar berfungsi sebagai
administrator birokrasi konvensional, melainkan
sebagai policy entreprenenr (wirausahawan kebijakan)
yang mampu meruntuhkan sekat-sekat prosedural
yang menghambat efisiensi (Abenoja et al., 2024).
Kendati demikian, bagaimana jalinan interaksi
antara gaya kepemimpinan politik lokal yang
adaptif dengan transformasi budaya organisasi
birokrasi secara empiris mampu memengaruhi
kinetja tata kelola daerah masih menyisakan ruang
eksplorasi lebih mendalam.

Davao City, Filipina, hadir sebagai studi kasus unik
dan  krusial yang menonjolkan dinamika
transformasi manajemen pemerintahan daerah
melalui intervensi kepemimpinan lokal yang kuat.
Pada dekade 1980-an, kota ini berada dalam titik
nadir kemanusiaan dan dijuluki sebagai ”Murder
Capital of the Philippines” akibat tingginya angka
kriminalitas, konflik horizontal, dan meluasnya
insurgensi  bersenjata. Namun, di  bawah
kepemimpinan Rodrigo Duterte sebagai Wali
Kota selama lebih dati dua dekade (1988-2010),
Davao City mengalami lompatan transformatif
menjadi satu ”Most Peaceful and Most Livable City” di
Asia Tenggara dengan capaian pertumbuhan
ckonomi yang inklusif. Fenomena Davao City
mengindikasikan pentingnya penerapan gaya
kepemimpinan adaptif: sebuah kemampuan
memimpin yang tidak terjebak pada dogma baku,
melainkan tangkas bergeser dari tindakan direkdtf-
tegas dalam penegakan hukum dan keamanan
eksternal menuju pendekatan suportif-partisipatif
dalam melakukan reformasi birokrasi internal dan
pelayanan publik (Al Khajeh, 2018). Pendekatan
adaptif inilah yang memicu ketertarikan akademis
mengenai bagaimana fleksibilitas taktis seorang
pemimpin dapat secara efektif merombak kultur
birokrasi lokal yang semula kaku.

Meskipun  literatur  terdahulu  telah  banyak
mengulas kepemimpinan politik lokal, mayoritas
studi cenderung terjebak pada pendekatan tipologi
normatif dan mengabaikan mekanisme interaksi
mendalam antara kepemimpinan dan budaya
organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
Davao City di bawah Duterte berhasil mengem-
bangkan program inovatif seperti sistem respons
darurat terintegrasi Davao Central 911 yang pertama
di Asia Tenggara, serta pemangkasan birokrasi
perizinan usaha yang radikal. Namun, belum ada
studi komprehensif yang memetakan bagaimana
peran policy entreprenenrship kepemimpinan lokal
mampu memaksa nilai-nilai berorientasi pelayanan
(costurmer relationship) merasuk ke dalam inti budaya

kerja aparatur sipil yang semula kaku. Selain itu,
sebagian besar peneliti cenderung mengabaikan
sisi rentan dari model ini. Keberhasilan
transformasi Davao City menyisakan tantangan
keberlanjutan jangka panjang terkait fenomena
“legalisme otokratik” (Timberman, 2019) dan
tingginya ketergantungan tata kelola pada figuritas
personal pemimpin, yang berisiko goyah ketika
tetjadi transisi kekuasaan.

Penelitian terhadap transformasi manajemen di
Davao City ini menjadi sangat signifikan untuk
dilakukan demi mengisi kekosongan teoritits
tersebut. Studi kasus ini memberikan kontribusi
penting dalam menguji sejauh mana model ke-
pemimpinan lokal yang kuat dapat mentransfor-
masikan daerah tanpa mengorbankan pelembaga-
an sistem yang demokratis. Secara praktis, studi
mendalam mengenai dinamika LGU  (Loa/
Government Unif) di Filipina ini dapat menjadi
komparasi berharga sekaligus /esson learned bagi
pembuat kebijakan di Indonesia dalam menata
ulang arah reformasi birokrasi, penegakan hukum,
dan implementasi otonomi daerah yang sering kali
terthambat oleh ego sektoral birokrasi.

Berdasarkan konteks fenomena dan kesenjangan
penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis transformasi manajemen pemerinta-
han daerah melalui intervensi kepemimpinan
polittk lokal, dengan mengangkat studi kasus
Davao City, Filipina, di bawah masa kepemim-
pinan Rodrigo Duterte.

Kepemimpinan Situasional

Teori Kepemimpinan Situasional yang dikem-
bangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth
Blanchard. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa
tidak terdapat satu gaya kepemimpinan yang paling
efektif untuk diterapkan pada seluruh instansi.
Efektivitas ditentukan oleh kemampuan pemim-
pin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan
tingkat kesiapan atau kematangan bawahan dalam
melaksanakan tugas. Tingkat kematangan tersebut
mencerminkan kombinasi antara kompetensi dan
komitmen yang dimiliki individua maupun
kelompok kerja.

Berdasarkan tingkat kematangan bawahan, pe-
mimpin mengombinasikan perilaku tugas (fask
behaviory dan  perilaku  hubungan  (relationship
bebavior). Perilaku tugas mengacu pada sejauh mana
pemimpin membetikan arahan, petunjuk, dan
pengawasan terthadap pelaksanaan pekerjaan, se-
dangkan perilaku hubungan mengacu pada sejauh
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mana pemimpin memberikan dukungan sosial-
emosional, membangun komunikasi, serta men-
dorong partisipasi bawahan dalam proses ketja.

Kombinasi kedua dimensi tersebut menghasilkan
empat gaya kepemimpinan, yaitu: directing, coaching,
supporting, dan  delegating. Keempat gaya tersebut
mencerminkan tingkat arahan dan dukungan yang
berbeda-beda sesuai dengan kompetensi dan
komitmen bawahan. Semakin tinggi tingkat
kematangan bawahan, semakin besar kecenderu-
ngan pemimpin untuk mengurangi arahan lang-
sung dan meningkatkan pendelegasian wewenang.
Teoti ini relevan untuk menjelaskan dinamika
kepemimpinan dalam organisasi publik yang
menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan
kinetja yang beragam.

Seiring meningkatnya kapasitas dan kemandirian
aparatur, pemimpin perlu menyesuaikan pen-
dekatan kepemimpinannya dari pola yang lebih
direktif menuju pola yang lebih partisipatif dan
delegatif (Al Khajeh, 2018). Kerangka tersebut
membantu menjelaskan variasi pendekatan ke-
pemimpinan yang diterapkan Rodrigo Duterte
selama memimpin Davao City. Pendekatan yang
lebih direktif digunakan untuk merespons per-
soalan keamanan dan ketertiban yang membu-
tuhkan keputusan cepat, sedangkan pendekatan
yang lebih suportif dan delegatif terlihat dalam
berbagai upaya reformasi birokrasi dan pening-
katan kualitas pelayanan publik.

Policy Entrepreneurship

Konsep Policy Entreprenenrship dalam desentralisasi.
Menurut Takagi (2021), desentralisasi memberikan
ruang kewenangan dan diskresi yang relatif lebih
besar kepada pemerintah daerah dalam merumus-
kan serta mengimplementasikan kebijakan sesuai
dengan kebutuhan lokal. Kondisi tersebut
memungkinkan kepala darah berperan sebagai
policy  entreprenenr, yaitu aktor yang mampu
mengenali peluang kebijakan, mengembangkan
solusi inovatif, membangun dukungan politik, dan
menggerakkan sumber daya untuk mendorong
perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Seorang policy entrepreneur umumnya menjalankan
beberapa fungsi utama, yaitu mengidentifikasi
permasalahan publik (problen identifier), merancang
alternatif solusi (solution designer), membangun
dukungan koalisi politik (politic broker), serta me-
ngawal implementasi kebijakan hingga mencapai
tujuan yang diharapkan (@plementation champion).
Melalui peran tersebut, pemimpin daerah tidak

hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga
menjadi penggerak inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan,

Dalam konteks Davao City, Rodirgo Duterte
dapat dipahami sebagai policy entreprenenr yang
memanfaatkan kewenangan desentralisasi untuk
merespons berbagai persoalan lokal, khususnya
yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan
kualitas pelayanan publik. Melalui pemanfaatan
sumber daya daerah, dukungan politik, serta
penguatan kapasitas kelembagaan, pemerintah
kota mengembangkan berbagai inovasi tata kelola,
termasuk program Peace 911 dan Davao Central 911,
sebagai upaya meningkatkan responsivitas dan
efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam
konteks pemerintahan daerah, poficy entreprenenr
menjadi  pendekatan  yang relevan  untuk
memahami bagaimana pemimpin lokal meng-
gerakkan perubahan, memanfaatkan sumber daya,
dan menciptakan inovasi kebijakan guna mening-
katkan efektivitas tata kelola.

Budaya Organisasi

Teori Budaya Organisasi sektor publik. Menurut
Schein (2010), budaya organsasi merupakan pola
asumsi dasar yang dikembangkan dan dipelajari
oleh suatu kelompok dalam menghadapi berbagai
permasalahn adaptasi eksternal dan integrasi inter-
nal. Budaya organisasi tercermin dalam tiga tingkat,
yaitu: artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar.
Ketiga tingkatan tersebut mempengaruhi cara ang-
gota organisasi berpikir, bertindak, dan ber-
interaksi dalam menjalankan tugas organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, budaya organisasi
berperan penting dalam membentuk perilaku
aparatur, kualitas pelayanan, serta efektivitas pe-
nyelenggaraan  pemerintahan. Sementara  itu,
Dawson dkk. (2011) menjelaskan bahwa budaya
organisasi yang kuat dapat tercermin melalui nilai-
nilai kepemimpinan dan otientasi pelayanan yang
menjadi pedoman perilaku anggota organisasi.
Demikian, kepemimpinan memiliki peran strategis
dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai
organisas yang mendukung peningkatan kinerja
pelayanan.

Dalam konteks Davao City, kepemimpinan politik
lokal dapat dipahami sebagai faktor yang
mendorong perubahan nilai, norma, dan praktik
birokrasi menuju tata kelola yang lebih responsif
tethadap kebutuhan masyarakat. Perubahan ter-
sebut dapat dianalisis melalui kerangka budaya
organisasi Schein (2010), mulai dari aspek artefak
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berupa penataan sistem dan prosedur ketja, nilai
yang dianut berupa orientasi pada efektivitas dan
pelayanan publik, hingga asumsi dasar yang
menempatkan masyarakat sebagai pihak yang
harus dilayani. Transformasi budaya organisasi tet-
sebut berpotensi mendukung terciptanya birokrasi
yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada
hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ini menggunakan pendekatan kuali-
tatif dengan jenis penelitian deskriptf melalui
metode studi kasus tunggal (singl case study). Lokus
penelitian ditetapkan di Davao City, FHilipina,
secara spesifik berfokus pada masa kepemimpinan
Rodrigo Duterte sebagai Wali Kota (1988-2016).
Metode kualitatif deskriptif dipilih karena relevan
untuk menguraikan secara mendalam bagaimana
kelenturan gaya kepemimpinan adaptif dan peran
poliey entrepreneurship berinteraksi dengan budaya
organisasi birokrasi lokal dalam mengatasi patologi
pemerintahan dan krisis keamanan akut.

Sumber data penelitian ini memadukan data pri-
mer dan data sekunder. Data primer bersumber
dari hasil indeks kepuasan masyarakat yang dirilis
secara berkala melalui City-Wide Social Survey oleh
Ateneo de Davao University. Sementara itu, data
sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seper-
ti regulasi otonomi daerah (Local Government Code of
19917), laporan kinetja instansi terkait (Public Safety
and Security Command Center), data dari Philippine
Statistics Authority (PSA), serta literatur ilmiah
terdahulu yang kredibel. Seluruh data dikumpulkan
melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran
data dating (online research).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
model interaktif yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti
merangkum fenomena krisis tata kelola di Davao
City, menyajikan kronologi inovasi kebijakan
seperti Davao Central 911 dan sistem BOSS, lalu
menyintesis temuan empiris tersebut meng-
gunakan tiga pisau analisis: Teoti Kepemimpinan
Situasional Hersey-Blanchard, Konsep Policy
Entreprenenrship, dan Teori Budaya Organisasi
Schein. Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan
kesimpulan yang solid mengenai dinamika
transformasi manajemen daerah serta tantangan
keberlanjutannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Masalah Pengelolaan Pemerintahan
Daerah Davao City

Kondisi Davao City pada dekade 1980-an ditandai
oleh berbagai permasalahan keamanan, sosial, dan
tata kelola yang menjadikannya salah satu wilayah
dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Filipina.
Kota ini dikenal luas dengan julukan "Murder
Capital of the Philippines” karena tingginya angka
pembunuhan, kekerasan politik, aktivitas kelom-
pok kriminal, serta konflik bersenjata yang terjadi
di berbagai wilayah kota. Situasi tersebut semakin
diperparah oleh aktivitas kelompok pemberontak
komunis New Pegple’s Army (NPA) yang cukup
kuat di beberapa kawasan pedalaman dan ping-
giran kota, termasuk Distrik Paquibato. Kondisi
keamanan yang tidak stabil menimbulkan rasa
tidak aman di tengah masyarakat, menghambat
aktivitas sosial-ekonomi, mengurangi minat inves-
tasi, serta memperlambat perkembangan ekonomi
daerah dalam jangka panjang.

Permasalahan yang terjadi di Davao City tidak
hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa
konflik keamanan, tetapi juga berkaitan dengan
keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam
menjalankan fungsi tata kelola secara efektf.
Dalam perspektif budaya organisasi yang di-
kemukakan oleh Schein (2010), efektivitas suatu
organisasi sangat dipengaruhi oleh keselarasan
antara artefak organisasi, nilai-nilai yang dianut
(espoused  valnes), dan asumsi dasar (underbying
assumptions) yang berkembang di dalam organisasi
tersebut. Pada masa itu, lemahnya kapasitas
pemerintah daerah dalam menjamin keamanan
dan pelayanan publik turut membentuk persepsi
masyarakat bahwa institusi pemerintah belum
mampu menjalankan perannya secara optimal.
Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap
pemerintah daerah menjadi rendah dan semakin
menyulitkan  upaya perbaikan tata kelola
pemerintahan.

Dari sisi struktural, salah satu hambatan utama
yang menyebabkan rendahnya efektivitas birokrasi
di Davao City adalah karakter organisasi yang
cenderung berorientasi pada kepatuhan adminis-
tratif dibandingkan pencapaian hasil pelayanan
publik. Struktur birokrasi yang hierarkis menye-
babkan proses pengambilan keputusan berjalan
lambat, sementara koordinasi antarlembaga pe-
merintahan belum berjalan secara optimal. Dalam
berbagai layanan publik yang bersifat mendesak,
seperti penanganan keamanan, kebakaran, mau-
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pun keadaan darurat medis, koordinasi yang lemah
menyebabkan instansi terkait bekerja secara
terfragmentasi dan kurang responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka teoti
Schein (2010), kondisi tersebut menunjukkan
bahwa artefak organisasi yang kaku dapat meme-
ngaruhi pola ketja birokrasi dan membentuk
budaya organisasi yang kurang adaptif terhadap
perubahan lingkungan.

Selain hambatan struktural, faktor kultural juga
menjadi tantangan penting dalam pengelolaan
pemerintahan daerah. Dalam perspektif peruba-
han organisasi, budaya yang mempertahankan
status quo sering kali menjadi hambatan utama
bagi inovasi dan reformasi kelembagaan (Dawson
et al,, 2011). Pada konteks Davao City, birokrasi
pemerintahan  menghadapi tantangan  berupa
rendahnya orentasi terhadap inovasi pelayanan
publik serta belum berkembangnya sistem evaluasi
kinerja yang mendorong peningkatan kualitas
layanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbul-
kan resistensi terhadap perubahan karena aparatur
cenderung lebih nyaman menjalankan pola ketja
yang telah berlangsung lama. Akibatnya, proses
pembaruan organisasi berjalan lambat dan ke-
mampuan pemerintah daerah untuk merespons
kebutuhan masyarakat secara cepat menjadi
terbatas.

Akumulasi berbagai hambatan struktural, kultural,
dan keamanan tersebut berdampak langsung pada
rendahnya kualitas pelayanan publik di Davao City.
Respons pemerintah terhadap laporan kriminali-
tas, keadaan darurat, maupun berbagai kebutuhan
masyarakat sering kali berlangsung lambat dan
tidak terkoordinasi secara efektif. Ketidak-
mampuan pemerintah daerah dalam memberikan
kepastian keamanan dan pelayanan yang memadai
turut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
tethadap institusi publik. Kondisi ini sejalan
dengan pandangan Dawson et al. (2011) bahwa
budaya organisasi yang kurang berorientasi pada
pelayanan dan perubahan dapat menghambat
efektivitas organisasi sekaligus melemahkan keper-
cayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang
terjadi di Davao City pada periode tersebut
menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk
melakukan transformasi manajemen pemerinta-
han daerah melalui kepemimpinan politk yang
mampu mendorong perubahan budaya organi-
sasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
secara menyeluruh.

Strategi dan Optimalisasi Kepemimpinan
Adaptif dalam Transformasi Manajemen

Untuk mengatasi kompleksitas krisis multidimensi
di Davao City, Rodrigo Duterte menerapkan
pendekatan kepemimpinan yang memadukan
ketegasan dalam pengambilan keputusan dengan
kemampuan membangun hubungan dan partisi-
past di lingkungan pemerintahan. Pendekatan
tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kepemim-
pinan adaptif, yaitu kemampuan seorang pemim-
pin untuk mengelola tuntutan secara luwes dan
mengubah  taktik kepemimpinannya secara
tangkas sesuai dengan kebutuhan krisis atau situasi
yang dihadapi (Al Khajeh, 2018). Di satu sisi,
Duterte menunjukkan kepemimpinan yang tegas
dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik.
Di sisi lain, ia berupaya mendorong perubahan
budaya kerja birokrasi melalui peningkatan
koordinasi, motivasi aparatur, dan penguatan
orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Strategi tersebut sejalan dengan prinsip Teori
Kepemimpinan Situasional yang dikembangkan
oleh Hersey dan Blanchard, yang menekankan
pentingnya kemampuan pemimpin menyesuaikan
perilaku  kepemimpinan dengan  karakteristik
situasi dan kebutuhan organisasi. Dalam meng-
hadapi kondisi Davao City yang ditandai oleh
tingginya tingkat kriminalitas dan lemahnya ke-
percayaan publik terhadap pemerintah daerah,
Duterte cenderung menggunakan pendekatan
yang menckankan arah, kontrol, dan kepastian
kebijakan guna menciptakan stabilitas sosial.
Namun, ketika berhadapan dengan kebutuhan
reformasi birokrasi internal, ia menerapkan pen-
dekatan yang lebih partisipatif melalui pember-
dayaan aparatur, peningkatan koordinasi antar-
lembaga, serta penciptaan budaya kerja yang lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke-
mampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan
secara adaptif inilah yang menjadi salah satu faktor
penting dalam proses transformasi tata kelola
pemerintahan Davao City.

Keberhasilan = strategi kepemimpinan tersebut
turut didukung oleh momentum desentralisasi
yang tetjadi di Filipina melalui pembetlakuan Ioca/
Government Code of 1991. Regulasi ini memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
daerah dalam mengelola sumber daya, menyusun
kebijakan lokal, dan mengembangkan program
pelayanan  publik  sesuai  kebutuhan wilayah
masing-masing (Takagi, 2021). Melalui kerangka
otonomi daerah tersebut, Kepemimpinan politik
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lokal di Davao secara efektif bertindak sebagai
policy entreprenenr yang mereduksi kepatuhan biro-
krasi kaku demi meningkatkan efisiensi pelayanan
publik dengan fokus utama pada dimensi
pelayanan masyarakat. Bukt konkrit dari peran
poliey entreprenenr ini diwujudkan melalui pelemba-
gaan Public Safety and Security Command Center
(PSSCC), kebijakan ketat sanksi pemecatan
langsung bagi aparatur yang mempetlambat
urusan administrasi, serta peluncuran sistem
inovasi pelayanan terpadu Business One-Stop Shop
BOSS) yang memangkas waktu pengurusan izin
usaha secara radikal dari berminggu-minggu
menjadi maksimal 3 hati ketja untuk izin baru dan
di bawah 30 menit untuk proses perpanjangan.

Salah satu wujud nyata transformasi manajemen
pemerintahan daerah pada masa kepemimpinan
Duterte adalah pengembangan Davao Central
911, yaitu sistem layanan darurat terpadu yang
mengintegrasikan kepolisian, pemadam kebaka-
ran, ambulans, dan berbagai layanan tanggap
darurat lainnya dalam satu pusat komando.
Kehadiran sistem ini meningkatkan koordinasi
antarinstansi pemerintah sekaligus mempercepat
respons terhadap berbagai kondisi darurat yang
dihadapi masyarakat. Program tersebut tidak hanya
memperbaiki efektivitas pelayanan publik, tetapi
juga menjadi simbol perubahan tata kelola
pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, dan
berorientasi pada kebutuhan warga.

Selain itu, pemerintah kota Davao juga mem-
perkuat berbagai mekanisme pemeliharaan keama-
nan dan ketertiban melalui koordinasi yang lebih
intensif antara pemerintah daerah, aparat keama-
nan, dan masyarakat. Pendekatan ini memung-
kinkan pemerintah daerah membangun lingku-
ngan yang lebih kondusif bagi aktivitas ckonomi
dan investasi. Stabilitas keamanan yang semakin
baik kemudian menjadi fondasi penting bagi
peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbu-
han ekonomi daerah, dan pembangunan perkota-
an yang berkelanjutan.

Dalam perspektif perubahan organisasi, berbagai
inovasi yang dilakukan selama masa kepemim-
pinan Duterte menunjukkan adanya upaya trans-
formasi budaya birokrasi dari yang semula
berorientasi pada prosedur menjadi lebih berorien-
tasi pada hasil dan pelayanan publik. Dawson et al.
(2011) menjelaskan bahwa keberhasilan peruba-
han organisasi sangat dipengaruhi oleh kemam-
puan pemimpin dalam mengarahkan perubahan
struktural sekaligus membangun dukungan budaya

di dalam organisasi. Dalam konteks Davao City,
reformasi pelayanan darurat, peningkatan koot-
dinasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas pe-
merintah daerah menunjukkan adanya perubahan
yang tidak hanya tetjadi pada aspek administratif,
tetapi juga pada pola ketja dan orientasi pelayanan
birokrasi.

Pada akhirnya, transformasi yang terjadi di Davao
City memperlihatkan bahwa kepemimpinan po-
litik lokal dapat menjadi katalisator penting dalam
proses reformasi pemerintahan daerah. Melalui
kombinasi antara kepemimpinan yang adaptif,
pemanfaatan peluang desentralisasi, dan inovasi
pelayanan publik, Pemerintah Kota Davao ber-
hasil meningkatkan efektivitas tata kelola pemerin-
tahan sekaligus memulihkan kepercayaan masyara-
kat terhadap institusi publik. Perubahan tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi
pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada
ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada ke-
mampuan pemimpin dalam mengelola perubahan,
membangun kolaborasi, dan mengarahkan organi-
sasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif
dan berkelanjutan.

Dampak Transformasi tethadap Kinerja
Pemerintahan

Interaksi antara kepemimpinan politik lokal dan
perubahan budaya birokrasi di Davao City
menghasilkan berbagai perubahan yang signifikan
tethadap kinetja pemerintahan daerah. Transfor-
masi tata kelola yang dilakukan selama masa
kepemimpinan Rodrigo Duterte mendorong pet-
baikan kondisi sosial, keamanan, dan pelayanan
publik yang sebelumnya menghadapi berbagai
hambatan struktural maupun kultural. Perubahan
tersebut menunjukkan bahwa reformasi organisasi
pemerintah daerah yang didukung oleh kepemim-
pinan yang kuat dan konsisten dapat meningkat-
kan kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi
pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat
(Al Khajeh, 2018).

Salah satu indikator yang paling menonjol dati
transformasi tersebut adalah membaiknya kondist
keamanan publik dan responsivitas layanan di
Davao City. Data konkrit dari hasil indeks
kepuasan masyarakat (sazisfaction rate) yang dirilis
secara berkala melalui City-Wide Social Survey oleh
Ateneo de Davao University mencatat bahwa
tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon-
sivitas aparat serta mutu pelayanan publik di
Davao City secara konsisten menyentuh angka
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88% hingga 90%. Dalam perspektif budaya
organisasi yang dikemukakan oleh Schein (2010),
perubahan ini dapat dipahami melalui proses
penguatan budaya organisasi di lingkungan pe-
merintah daerah. Pada tingkat artefak, masyarakat
dapat melihat perubahan nyata berupa hadirnya
sistem layanan darurat terpadu Davao Central 911,
peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pe-
nguatan mekanisme respons keamanan di lapa-
ngan. Berbagai perubahan yang tampak secara fisik
tersebut kemudian memperkuat nilai-nilai organi-
sasi yang menekankan akuntabilitas, responsivitas,
dan orientasi pelayanan publik. Dalam jangka
panjang, kondisi tersebut berkontribusi pada me-
ningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap
kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan
fungsi keamanan dan pelayanan publik.

Dampak transformasi tidak hanya terlihat pada
sektor pelayanan sosial, tetapi juga pada bukt
konkrit meroketnya perkembangan ckonomi
daerah. Lingkungan yang aman dan birokrasi yang
responsif melalui sistem One-Stp Shop (BOSS)
secara nyata meningkatkan kepercayaan pelaku
usaha serta daya tarik investasi di Davao City.
Berdasarkan data akurat dari Philjppine Statistics
Authority PSA) dan Davao City Investment Promotion
Center (DCIPC), nilai kapitalisasi investasi di Davao
City mengalami lonjakan yang sangat signifikan,
berkembang pesat dati yang semula hanya berkisar
12 Miliar PHP pada awal era otonomi daerah
melonjak tajam menembus angka 47 Miliar PHP
pada fase matang transformasi pemerintahan
tersebut. Kondisi tersebut mendorong pertumbu-
han aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk
perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dengan demiki-
an, transformasi pemetrintahan daerah tidak hanya
menghasilkan perbaikan administratif, tetapi juga
menciptakan kondisi yang lebih mendukung pem-
bangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, keberhasilan transformasi ter-
sebut tidak terlepas dari berbagai kritk dan tan-
tangan. Beberapa kebijakan keamanan yang di-
terapkan selama masa kepemimpinan Duterte
menuai perhatian dari berbagal organisasi inter-
nasional karena dinilai berpotensi menimbulkan
persoalan terkait perlindungan hak asasi manusia
dan prinsip-ptinsip negara hukum (Timberman,
2019). Selain itu, muncul pula pertanyaan menge-
nai keberlanjutan reformasi yang telah dicapai.
Kuatnya pengaruh kepemimpinan personal dalam
mendorong perubahan menimbulkan risiko bah-
wa sebagian keberhasilan program bergantung

pada figur pemimpin tertentu. Akibatnya, ketika
tetjadi pergantian kepemimpinan, terdapat ke-
mungkinan muncul tantangan dalam memper-
tahankan tingkat disiplin organisasi, efektivitas
koordinasi, dan konsistensi implementasi kebija-
kan yang telah dibangun sebelumnya.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kon-
disi tersebut menunjukkan pentingnya proses pe-
lembagaan reformasi ke dalam sistem otrganisasi
yang lebih permanen. Keberhasilan yang bertum-
pu pada kapasitas individu pemimpin perlu ditkuti
dengan penguatan regulasi, prosedur operasional
yang baku, mekanisme pengawasan yang efektif,
serta budaya organisasi yang mampu bertahan me-
lampaui masa jabatan seorang pemimpin. Dengan
demikian, transformasi yang telah dicapai tidak
hanya menjadi keberhasilan jangka pendek, tetapi
juga dapat berfungsi sebagai fondasi bagi pem-
bangunan pemerintahan daerah yang berkelan-
jutan. Oleh karena itu, studi kasus Davao City
memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan
transformasi pemerintahan daerah tidak hanya
ditentukan oleh kepemimpinan politik yang kuat,
tetapi juga oleh kemampuan menginstitusionali-
sasikan perubahan ke dalam sistem pemerintahan.
Penguatan  kapasitas kelembagaan, transparansi
tata kelola, akuntabilitas birokrasi, serta kepatuhan
tethadap prinsip-prinsip demokrasi dan negara
hukum menjadi faktor penting untuk memastikan
bahwa reformasi pemerintahan dapat terus
berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan di
masa depan (Takagi, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini
menyimpulkan bahwa transformasi manajemen
pemerintahan daerah di Davao City berhasil diak-
selerasi melalui interaksi dinamis antara kepemim-
pinan politik lokal yang adaptif dengan reformasi
budaya organisasi birokrasi. Gaya kepemimpinan
Rodrigo Duterte yang mengombinasikan pen-
dekatan direktif dalam penegakan hukum dengan
pendekatan suportif-partisipatif dalam pelayanan
publik, terbuktl efektf memitigasi patologi
birokrasi akut di Davao City; seperti tingginya
angka kriminalitas, inefisiensi layanan, dan ren-
dahnya kepercayaan publik terhadap instansi lokal.

Secara teoriti dan praktis temuan ini sekaligus
menjawab rumusan masalah bahwa efektivitas tata
kelola pemerintahan daerah dapat ditingkatkan
melalui model kepemimpinan politik yang adaptif
terthadap konteks situasional, yang diiringi dengan
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otientasi budaya organisasi pada pelayanan publik.
Dalam kasus Davao City, kepemimpinan lokal
bertindak sebagai policy entreprenenr yang optimal
memanfaatkan momentum desentralisasi untuk
mendorong inovasi kebijakan melalui program
Davao Central 911 dan sistem BOSS, memper-
cepat proses pengambilan keputusan, serta
membentuk iklim kerja birokrasi yang responsif
dan berorientasi pada hasil (result-oriented cultnre).
Hal ini terbukti secara konkrit melalui perolehan
indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 88-
90% serta peningkatan nilai investasi daerah yang
sangat masif dari 12 Miliar PHP menjadi 47 Miliar
PHP.

Meskipun transformasi tersebut berkolerasi positif
tethadap perbaikan stabilitas keamanan, kualitas
pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,
penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan fun-
damental berupa risiko keberlanjutan akibat ting-
ginya dependensi terhadap figuritas pemimpin
(personality-driven  governance). Jika capaian inovasi
tersebut tidak segera diinstitusionalisasikan ke
dalam sistem, regulasi formal, dan kelembagaan
yang kuat, maka keberlanjutannya akan rentan
pasca-transisi kepemimpinan. Oleh karena itu,
kesimpulan akhir menegaskan bahwa kepemim-
pinan politik lokal yang adaptif merupakan
katalisator utama perubahan, namun pelembagaan
sistem secara formal dan penguatan budaya
organisasi tetap menjadi prasyarat mutlak agar
transformasi pemerintahan daerah mampu ber-
tahan melampaui masa jabatan seorang pemimpin.
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